BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditemukan penulis selama

menulis skripsi sebagai berikut :

1

Dalam perjanjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia
telah dialihkan kepada kreditur. Debitur menyerahkan secara kepercayaan
hak miliknya sebagai jaminan hutang kepada krediturnamun penguasaan
atas objek jaminan tersebut masih berada dalam kekuasaan si debitur.
Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan
atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan kreditur
untuk bisa mengambil pelunasan dari objek tersebut pada saat hak itu
timbul. Debitur tidak boleh mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa
persetujuan kreditur hal ini juga diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUJF
menentukan bahwa Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan pada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia
yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pengalihan objek fidusia jaminan fidusia itu harus dengan
sepengetahuan kreditur terdahulu, apabila pengalihan objek jaminan itu

tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur, maka tindakan pengalihan itu tidak
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dibenarkan menurut hukum. aturan mengenai pihak yang membeli benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia tanpa persetujuan
penerima fidusia belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-
undangan. Tidak menjadi masalah ketika pihak yang membeli objek
jaminan fidusia secara over kredit dari pemberi fidusia objek jaminan
fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor membayar angsurannya secara
teratur. Menjadi masalah apabila pihak yang membeli secara over kredit
tidak membayar angsurannya kepada pihak penerima fidusia atau pihak
lembaga pembiayaan. Pihak yang membeli kepada pemberi fidusia
seharusnya bisa dipidana karena melakukan tindak pidana yang dapat
dijumpai dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP menentukan bahwa “Barang siapa
menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima
gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari
kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur
dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana.Pengalihan objek
jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan melawan
hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata
dimana debiturbertanggung jawab untuk mengganti kerugian berupa
pemulihan seperti keadaan semula akibat dari perbuatannya yang merugikan
orang lain. Sedangkan tanggung jawab pidana atas pengalihan tersebut

dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
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Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal ini diatur dalam Bab VI,
ketentuan Pidana dalam UUIJF pada pasal 36 yang menyebutkan: “Debitur
yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi
obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
B. Saran
Berdasarkan permasalahan yang timbul tersebut dan hasil penelitian yang
diperoleh maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga dapat saja
dikarenakan ketidaktahuan mengenai konsep fidusia dimana debitur tidak
mengetahui tentang pelarangan tersebut, diharapkan kepada pemerintah untuk
melakukan suatu pengaturan khusus dalam hal sistem infromasi terhadap
objek jaminan fidusia secara online, sehingga pihak ketiga dapat melakukan
pengecekan terlebih dahulu terhadap status objek yang akan dibelinya apakah
dibebani jaminan fidusia atau tidak, hal ini dapat meminimalisir pengalihan
suatu barang yang masih dibebani jaminan fidusia.

2. Hendaknya kreditur memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab kepada
debitur sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban
debitur atas objek jaminan fidusia yang dikuasai olehnya terutama mengenai

larangan pengalihan objek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.
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3. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada lembaga keuangan
bank maupun non-bank sebagai pihak kreditur serta kepada masyarakatyang
menggunakan fasilitas jaminan fidusia sehingga dapat mengurangi sengketa-
sengketa yang diakibatkan ketidaktahuan hak dan kewajiban dalam jaminan

fidusia
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